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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah menjalankan suatu program dunia sebagai pengoptimalan potensi 

dan sumber daya setiap negara dengan waktu yang panjang melalui program 

Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki tujuan yang lebih variatif 

dan indikator keberhasilan yang lebih kompleks (Irhamsyah, 2019). Keanekaragaman 

hayati Indonesia dalam mempertahankan pangan nasional dilampirkan pada program 

SDGs tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Indonesia 

menghadapi tantangan yang cukup berat terhadap ketahanan pangan nasional salah 

satunya bertambahnya penduduk menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang 

diganti menjadi pemukiman, lahan industri, dan infrastruktur publik (Anggraini, 

2018). 

 Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2021). Luas pertanian yang makin sempit 

menciptakan sebuah konflik dari sisi pemenuhan ketersediaan, akses maupun 

pemanfaatannya yang berpengaruh pada kebutuhan pangan manusia. Permasalahan 

kelangkaan pangan dapat mengganggu sistem keamanan manusia karena pangan 

merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Ketahanan pangan merupakan 

terbukanya akses oleh semua orang dengan sepanjang waktu terhadap pangan yang 

cukup dan kehidupan yang sehat (Erwandari, 2017).  
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Lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Selatan masih belum diolah secara 

maksimal untuk mencapai ketahanan pangan atau surplus pangan yang diharapkan 

tidak kekurangan pangan (Sabila, 2020). Adanya potensi lahan pertanian yang luas 

tetapi belum diolah secara maksimal menyebabkan konsumsi pangan masyarakat 

Provinsi Sumatera Selatan masih tergantung pada satu komoditas yaitu beras sebagai 

sumber karbohidrat. Akibatnya konsumsi beras melebihi dari angka anjuran, 

sebaliknya beberapa komoditi pangan masih rendah seperti umbi–umbian, pangan 

hewani, kacang–kacangan, sayur dan buah sehingga menyebabkan konsumsi pangan 

penduduk belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), Hal ini ditunjukkan 

oleh skor PPH yang masih rendah. Berikut Skor Pola Pangan Harapan Sumatera 

Selatan. 

Tabel 1 Skor PPH Sumatera Selatan Tahun 2020 

No Kelompok 

Pangan 

Ideal Energi 

(kkal/ka/hr) 

% AKG Skor 

Mutu 

Skor 

Ideal 

1. Padi-padian 1050 1.228 58,5 25,0 25,0 

2. Umbi-umbian 126 53 2,6 1,4 2,5 

3. Pangan 

Hewani 

252 284 13,5 23,0 24,0 

4. Minyak & 

Lemak 

210 246 11,7 5,0 5,0 

5. Buah/Biji 

berminyak 

63 14 0,7 0,4 10,0 

6. Kacang-

kacangan 

105 57 2,7 4,7 10,0 

7. Gula 105 107 5,1 2,4 2,5 

8. Sayur dan 

Buah 

126 150 7,2 24,3 30,0 

9. Lain-lain 63 47 2,2 0,0 0,0 

Total 2.100 2.189 104,2 86,2 100 

Sumber: Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Sumatera Selatan 
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Keragaman konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan belum beragam, hal 

ini ditunjukkan dengan skor PPH ideal 100 dan jika dilihat dari kontribusi konsumsi 

energi (% AKG) actual disbanding dengan komposisi energi harapan menunjukkan 

jika kelompok bahan pangan masih berada di bawah konsumsi harapan seperti 

kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan, 

sayur dan buah. Sedangkan untuk kelompok bahan makanan yang telah melebihi 

kecukupannya yaitu kelompok padi-padian, minyak, dan lemak melebihi komposisi 

energi harapan. Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat masalah konsumsi pangan 

dari aspek keragamannya. Upaya memantapkan ketahanan pangan adalah melalui 

percepatan penganekaragaman pangan yaitu diversifikasi pangan. Diversifikasi 

pangan tidak ditujukan untuk mengurangi konsumsi beras, tetapi sebagai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal produksi dan perkembangan 

teknologi pengolahan pangan, sehingga menghasilkan produk pangan yang beragam, 

bergizi, dan aman (Poerwanto, 2021). 

Dalam bentuk pemanfaatan pangan dibutuhkan program atau kegiatan yang 

tentu saja berdasarkan pembiayaan dan anggaran yang tersedia untuk program atau 

kegiatan guna mencapai ketahanan pangan nasional dari konflik yang ada. Anggaran 

yang diperlukan untuk pembangunan dibutuhkan proses dari tahapan pengelolaan 

keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan (Amatiran dan Molidya, 2020). Ketentuan 

keuangan negara diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

selanjutnya dalam UU tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, 

keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
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rasa keadilan dan kepatutan. Seiring adanya good governance dalam pengelolaan 

anggaran ditandai dengan tiga prinsip utama yaitu profesional, transparansi dan 

akuntabilitas telah mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam penggunaan 

anggaran (Amaral & Wiagustini, 2019). Terselenggaranya good governance 

merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Hal tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berhasil, bersih,berdaya 

guna, bertanggung jawab, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (Sedarmayanti, 

2012). Upaya pengembangan tersebut sejalan berdasarkan undang–undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam pasal 

3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas kepastian hukum, asas tertib 

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.  

Tingkat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di Indonesia masih lemah 

sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan dengan mendorong instansi 

pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya (Hamdan dkk, 2020). Reformasi 

sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi fenomena global 

termasuk di Indonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas 

yang menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang 

pengelolaan keuangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perwujudan 

akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip agar pemerintah 

dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen 

yang kuat dalam pelaksanaannya (Astuty, 2013). Akuntabilitas merupakan kewajiban 
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untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari 

tindakan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang 

meminta pertanggungjawaban (Saragih dkk, 2020).  

Lembaga Administrasi (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan akuntabilitas di sektor publik, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip dari akuntabilitas, yaitu: harus adanya komitmen oleh 

pimpinan dan staf instansi dalam melaksanakan misi yang akuntabel, suatu sistem 

dalam penggunaan sumber daya harus menjamin secara konsisten terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan harus ditunjukkan, memfokuskan pada pencapaian visi dan misi serta hasil 

dan manfaat yang diperoleh, seluruh anggota instansi harus menerapkan kejujuran, 

transparan, objektif, dan inovatif sebagai penyebab perubahan manajemen instansi 

pemerintah dalam bentuk teknik pengukuran kinerja, pemutakhiran metode, dan 

penyusunan laporan akuntabilitas  (LAN & BPKP RI, 2000). Salah satu jenis 

akuntabilitas yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas keuangan, instrumen 

terpenting dari akuntabilitas keuangan adalah keuangan pemerintah dan transparansi, 

dimana laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah mencerminkan bentuk 

akuntabilitas (Setyanto, 2018). Akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada 

kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan 

keuangan yaitu masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada 

pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk 

akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah melalui surat 

kabar, internet belum menjadi hal yang umum. 
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Sebagai pelaksanaan tujuan pembangunan tersebut, melalui rencana aksi daerah 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai misi dalam pembangunan Provinsi 

Sumatera Selatan pada RPJPD 2005-2025 melalui Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang RAD Sumatera Selatan. Sebagai pelaksana tujuan 

pemerintah Sumatera Selatan melibatkan instansi pemerintah yang memiliki hak dan 

wewenang dalam mewujudkan ketahanan pangan Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang pangan dan bidang pertanian sub 

urusan peternakan yang berhak menentukan perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan 

evaluasi (RAD Sumsel, 2017) 

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan 

meliputi keterjangkauan pangan masyarakat terpenuhi dengan cadangan pangan 

daerah merata antar wilayah, harga pangan stabil, konsumsi pangan bermutu dan aman 

dengan skor pola pangan tingkat konsumsi yang ideal dan jaminan pangan segar. 

Untuk mencapai sasaran tersebut melalui DKPP Provinsi Sumatera Selatan dengan 

meluncurkan beberapa kegiatan dan program sebagai Peningkatan Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan Masyarakat. Berikut laporan target dan realisasi anggaran kegiatan 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui program 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui sumber dana 

APBD. 
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Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2020 

No. Program/Kegiatan 

(Peningkatan Diversifikasi 

dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat) 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

% 

1. Program Peningkatan 

Distribusi dan Stabilitas 

Harga Pangan 

142.600.000,- 141.279.200,- 99,07 

 Pemantauan dan Evaluasi 

Harga Pangan Strategis  

2.600.000,- 2.513.000,,- 96,67 

 Pengembangan Cadangan 

Pangan Pemerintah  

125.000.000,- 124.969.200,- 99,98 

 Monitoring dan Evaluasi 

Lumbung Serta Cadangan 

Pangan Masyarakat 

15.000.000,- 13.796.500,- 91,98 

2. Program Peningkatan 

Ketersediaan dan 

Penanganan Daerah 

Rawan Pangan 

68.000.000,- 68.000.000,- 100 

 Analisa NBM dan PPH 

Ketersediaan 

68.000.000,- 68.000.000,- 100 

3. Program Peningkatan 

Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan dan 

Keamanan Pangan 

361.000.000,- 355.883.950,- 98,58 

 Lomba Cipta Menu B2SA 

dan Promosi Konsumsi 

Pangan 

15.000.000,- 14.612.900,- 97,42 

 Analisis Situasi Konsumsi 

Pangan 

25.000.000,- 24.999.750,- 100 

 Pengawasan Keamanan 

Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT) 

70.000.000,- 69.980.700,- 99,97 

 Sertifikasi dan Registrasi 

Pangan Segar Asal 

Tumbuhan 

100.000.000,- 97.218.000,- 97,22 

 Gerakan Pangan Bergizi dan 

Beras Kami Hemat (Gerakan 

PAGI BERKAH) 

150.000.000,- 148.097.600,- 98,73 

 Pengembangan Balai 

Pengawasan Mutu dan 

Keamanan Pangan Segar 

Asal Tumbuhan 

1.000.000,- 975.000,- 97,50 

4. Program Dukungan 

Manajemen dan Teknis 

Lainnya 

167.076.000,- 165.253.579,- 98,91 
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 Koordinasi Perencanaan 

Pembangunan Ketahanan 

Pangan 

125.000.000,- 123.707.164,- 98,97 

 Dewan Ketahanan Pangan 42.076.000,- 41.546.415,- 98,74 

Sumber: Laporan Tahunan APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 

 

 Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa anggaran program peningkatan 

diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, pada program peningkatan sistem 

distribusi dan stabilitas harga pangan mencapai 99,07%. Untuk program kegiatan 

peningkatan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan realisasi sudah 

mencapai 100%, program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan 

keamanan pangan segar mencapai 98,58%, dan program dukungan manajemen dan 

teknis lainnya mencapai 98,91%. Secara keseluruhan tahun 2020 sudah terealisasi 

dengan baik dan sudah mencapai persentase diatas 95%. 

 

Tabel 3 Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 

NO Program 

Peningkatan 

Diversifikasi dan 

Ketahanan Pangan 

Belum 

dilakukan 

Sudah 

Dilakukan 

Keterangan 

1. Program 

Peningkatan sistem 

distribusi dan 

stabilitas harga 

pangan 

Oku 

Selatan, 

Musi 

Rawas 

Utara 

belum 

memiliki 

cadangan 

pangan. 

 

Monitoring 

dan evaluasi 

lumbung 

pangan 

hanya 

dilakukan 2 

daerah yaitu 

OKI dan OI 

Monitoring dan evaluasi 

lumbung pangan 

rencana dilaksanakan 8 

Kab/Kota tetapi 

terealisasi hanya OKI 

dan OI yang daerah 

tersebut sudah pernah 

menerima bantuan 

sosial berupa modal dari 

anggaran APBN. 
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2. Program 

Peningkatan 

Ketersediaan dan 

Penanganan Daerah 

Rawan Pangan 

- Musi 

Banyuasin, 

Ogan Ilir 

Melaksanakan PPH 

ketersediaan pangan. 

3.  Program 

Peningkatan 

Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan 

dan Keamanan 

Pangan Segar 

Empat 

Lawang 

(belum 

sama 

sekali) 

OKI, OI, 

Oku Selatan 

dan Musi 

Banyuasin 

Diperlukan 

pengumpulan data 

keamanan pangan dan 

penganekaragaman 

konsumsi pangan  

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022 

 Merujuk pada observasi yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan program 

peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Sumatera Selatan dapat diuraikan: 

1. Cadangan pangan tahun 2020 dialokasikan hanya 4.000 kg yang turun karena 

ditahun 2019 sebanyak 15.000 kg. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan 

pangan Pemerintah Daerah Pasal 3 menjelasakan “Perhitungan jumlah CBPP dan 

CBPK didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras perkapita 

pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional”.  

2. Penganekaragaman konsumsi pangan keamanan pangan beberapa daerah yang 

belum dimasukkan dalam anggaran program. Data Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Oku Selatan dan Musi Rawas Utara 

masuk dalam potensi bencana alam yaitu banjir dan longsor. 

Rendahnya proporsi anggaran menyangkut pada fenomena kinerja keuangan 

menyulitkan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Selatan dan pihak berwajib sulit untuk mengelola anggaran program yang 

ada dengan adil terhadap kebutuhan daerah.  

Jika dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Pasal 4 ayat 
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1 menjelaskan: “Sasaran penyelenggaraan CPP adalah masyarakat di wilayah 

Sumatera Selatan yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, 

keadaan darurat, rawan pangan, dan atau gejolak harga pangan sesuai dengan 

pertimbangan dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan/atau 

permintaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan belum 

menyesuaikan penyusunan dan perencanaan anggaran program dengan skala prioritas 

kegiatan daerah yang benar-benar urgent. Dengan terbatasnya anggaran, DKPP 

Provinsi Sumatera Selatan seharusnya dapat menyusunkan perencanaan anggaran 

sesuai kebutuhan masyarakat.  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang belum 

terlaksana sepenuhnya pada program dua program diversifikasi dan ketahanan pangan 

masyarakat yaitu program peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 

dan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan 

segar.  

Merujuk pada penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas kebanyakan 

membahas dari pengelolaan anggaran, tidak membahas berdasarkan akuntabilitas dari 

penyerapan anggaran. Namun tentu saja ada perbedaan dalam setiap hasil penelitian. 

(Fait dkk, 2021), (Somantri dan Nanda, 2019), (Agustiani, 2019), (Ludani dkk, 2015), 

(Saragih dkk, 2020) memfokuskan penelitiannya pada pengelolaan anggaran dengan 

prinsip akuntabilitas, hasil penelitian kurangnya sumber daya manusia dan belum 

melibatkan masyarakat saat merencanakan anggaran yang sesuai kebutuhan 

masyarakat. Selain itu, ada penelitian yang membahas tentang penyerapan anggaran 

oleh (Amaral & Wiagustini, 2019) dalam penyusunan anggaran menggunakan siklus 
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anggaran. Lalu ada penelitian (Hamdan dkk, 2020) yang mengkaji akuntabilitas 

anggaran melalui kajian hukum Islam. Sedangkan penulis menemukan penelitian yang 

mengkaji dari capaian kinerja yaitu penelitian (Indara, 2018) dan (Fiddin, 2021) 

akuntabilitas keuangan tidak berhubungan dengan capaian kinerja pemimpin dalam 

mengelola kebutuhan rakyat saat belanja publik.  (Istiqomah, 2015) dan (Suratmi, 

2014a) memfokuskan pada kinerja lembaga yaitu fungsi legislasi, anggaran, 

pengawasan serta akuntabilitas pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan 

pelaporan terhadap akuntabilitas publik. Selanjutnya penelitian (Sayuti et al., 2018) 

memfokuskan penelitiannya pada peningkatan kinerja melalui konsep value for money 

dengan hasil penelitian anggaran yang tidak hemat dalam pelaksanaannya.  

Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian mengenai penyerapan 

anggaran yang menggambarkan tentang akuntabilitas dan dianalisis oleh teori 

akuntabilitas dari Mario D Yango dalam LAN dan BPKP (2000). Menurut Stelconi 

(2002) akuntabilitas berkaitan dengan informasi yang relevan, memenuhi kebutuhan, 

dan juga laporan secara langsung tersedia dan dapat diakses pihak pengguna informasi. 

Muncul tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dari program ini dimana 

penyerapan anggaran yang sudah diatas 95% namun program masih belum terlaksana 

sepenuhnya dan masih belum sesuai kebutuhan daerah. Peneliti ingin melihat manfaat 

dan dampak setelah adanya program tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran dengan melihat sisi akuntabilitasnya. Masalah ini penting untuk 

diteliti agar bisa tahu apakah DKPP Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan 

prinsip dari akuntabilitas. Dilihat dari latar belakang tersebut, penelitian dengan judul 

akuntabilitas penyerapan anggaran pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan 



12 

 

 

ketahanan pangan di DKPP Provinsi Sumatera Selatan, yang dikaji mengenai 

akuntabilitas dalam aspek keuangan, manfaat, dan prosedural.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

perumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Akuntabilitas Penyerapan 

Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

Akuntabilitas Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi 

dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan bahan masukan bagi kajian Administrasi Publik 

bidang Keuangan Negara terutama mengenai Akuntabilitas Penyerapan 

Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 

Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

langsung mengenai akuntabilitas penyerapan anggaran program yang 

dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan khususnya 

program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, serta juga diharapkan 

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dipelajari di bangku perkuliahan. 

b. Bagi instansi 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dan masukan bagi instansi terkait Akuntabilitas Penyerapan Anggaran 

sebuah program di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Selatan agar dapat memecahkan permasalahan program yang 

telah dilaksanakan. 

c. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai program Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Selatan dan memberikan informasi penyaluran program mulai 

dari penganggaran sampai pelaksanaannya. Diharapkan masyarakat dapat 

bekerja sama dalam memanfaatkan keanekaragaman pangan dalam 

konsumsi sehari-hari. 
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